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Menimbang : a.

BI'PATI IYATT'NA,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah perlu menetapkan atrrran tentang Ambang Batas
Pemakaian Belanja Pada Badan I"ayanan Umum Daerah
Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan tidak dapatnya dipergunakan
Anggaran BLUD Tahun 2OLS karena Plapon belanja yang
terbatas maka dipandang perlu merubah Peraturan
Bupati Natuna Nomor L8 Tahun 2015 tentang Ambang
Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum
Daerah Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu
dietapkan Peraturan Bupati Nahrna tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015
tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan
l.ayanan Umum Daerah Kabupaten Natrrna ;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan l(abupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singgl dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 181, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
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Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor LO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a88O);

2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 111,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a237l-:'

3. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Republik Indonesia Nomor a286l.;

Republik Indonesia
Lembaran Negara

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambatran l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063h

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ?OLL
Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;FAftAF KeO&*tf\l
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13.

14.

15.

16.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2AL2
tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor
l7l, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53aO);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.OS | 20tl
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2OOT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nattrna Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20lt
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun
2015 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (I-embaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);

Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 10O Tahun
2OLl tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah
Sakit Umum Daerah Natuna;

MEUIIIUSI(AN:

PERI'BAHAIT PERAT['RAI{ BT'PATI ITATI'IIA ISOUOR 18
TAIIT'il 2015 TEI{TAITG AMBANG BATAS PEUAKAIAIY
BELITNJA PAI'A BAI'AIT LAYAITAN UMUM DAERAII
KASI'PATEI{ ITATI'I{A

Pasat I

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 di ubah sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

1. Untuk kelancaran pelayanan pada Badan Layanan
Umum Daerah I{abupaten Natuna maka dana ambang
batas dapat digunakan melebihi pagu sebesar 3OOo/o dari
anggaran yang ditetaPkan.
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2. Dana ambang batas dapat dipergunakan unhrk biaya
kegiatan pelayanan.

3. Mekanisme pengun€Lan dana ambang batas berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada.

Pmal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai - -.Fpada t"rrgg"l & JU{r B'o\b

BUPATI NATUNA
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ILYAS SABLIDiundangkan di Ranai
pada t"ngg"I A Juu Sott

STI(RETARIS DATRAII
KABI'PATEII IYATI'IIA,
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